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BUPATI BONE BOLANGO

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR: '~ TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 59 TAHUN
2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
3 DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2012

Menimbang

PARAF HIERARHKIS

WAKIL BUPATI 3
SEKDA :

ASISTEN I

51
ASISTEN II P

KEPALA DPPKAD - '-k

Mengingat

BUPATI BONE BOLANGO,

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah

1.

Kabupaten Bone Bolango Nomor 31 Tahun 2011 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone
Bolango Tahun Anggaran 2012, telah ditetapkan Peraturan
Bupati Bone Bolango Nomor 59 Tahun 2011 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2012;

. bahwa dalam perkembangan selanjutnya ada beberapa

satuan kerja perangkat daerah yang mengusulkan untuk
melakukan pergeseran anggaran antar rincian objek belanja,
antar objek belanja, antar jenis belanja, antar program dan
kegiatan, dan antar unit kerja sebagaimana diatur dalam
Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 59 Tahun 2011
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2012;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Bone Bolango tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Bone Bolango Nomor 59 Tahun 2011 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2012;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

-Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten
Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400)

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5043);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun %/

-3-



16.

17.

18.

19,

20.

2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4165);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4540) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota DPRD;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,



21.

22,

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,




Memperhatikan

30.

1.

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 2 Tahun
2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan:;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam N egeri Nomor 21 Tahun 201 1;

- Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 31

Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggara 2012;

. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 59 Tahun 2011

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggara 2012;

- Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Bone Bolango Nomor : 170 /DPRD-BB/Rekom /O1/111/2012
Tanggal 05 Maret 2012 dan Nomor : 170/DPRD-
BB/Rekom/01/111/2012 tanggal 07 Maret 2012 Perihal
Rekomendasi Persetujuan Pergeseran APBD Tahun 201 a

. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Bone Bolango Nomor : 170/DPRD-BB/Rekom/01/III/20 12
tanggal 07 Maret 2012, Perihal Rekomendasi Persetujuan
Pergeseran APBD Tahun 2012 :

. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Bone Bolango Nomor : 1 70/DPRD-BB/Rekom/02/ I1/2012
tanggal 22 Maret 2012 Perihal Rekomendasi Persetujuan
Pergeseran APBD Tahun 2012;

. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Bone Bolango Nomor : 170/DPRD-BB/Rekom /03/1V /2012
tanggal 13 April 2012 Perihal Rekomendasi Persetujuan
Pergeseran APBD Tahun 2012;

. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Bone Bolango Nomor : 170/DPRD-BB/Rekom/04/V/2012
tanggal 20 Mei 2012, Perihal Rekomendasi Persetujuan

Pergeseran APBD Tahun 2012;



9. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bone Bolango Nomor - 170/DPRD-BB/ Rekom/07/VI/2012
tanggal 29 Juni 2012, Perihal Rekomendas;j Persetujuan
Pergeseran APBD Tahun 2012;

10. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bone Bolango Nomor : 170 /DPRD-BB/Rekom /09/VIII/2012
tanggal 15 Agustus 2012, Perihal Rekomendasij Persetujuan
Pergeseran APBD Tahun 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 59 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE
BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal 1
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Bone Bolango Tahun Anggaran 2012 terdiri atas -
1. Pendapatan

a. Semula Rp. 434.314.461.549,00

b. Bertambah/ (Berkurang) Rp. -
Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 434.314.461.549,00

2. Belanja

a. Semula Rp. 464.917.619.601,15

b. Bertambah/ (Berkurang) Rp. -
Jumlah belanja setelah perubahan Rp 464.917.619.601,15
Surplus/(Defisit) setelah perubahan (Rp. 30.603.158.052,15)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 32.104.158.052,15
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. .
Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 32.104.158.052,15

b. Pengeluaran

. 1.501.000.000,00
1) Semula Rp

2) Bertambah /(Berkurang) Rp. a
Rp. 1.501.000.000,00

Jumlah pengeluaran setelah perubahan
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 30.603.158.052,15

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. - #




Pasal 2

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih
lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

perturan Bupati ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
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Diundangkan di Suwawa
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pada tanggal 1° ustus 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

Drs.H.SYUKRI J. BOTUTIHE, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2012 NOMOR “C




